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Abstract

The underlying question in this research is employee productivity Agency for Family Planning and Women's Empowerment Banjar, yet effective. This is caused by the discipline of work which has not run optimally by the National Family Planning and Women's Empowerment Kota Banjar
The method used by researchers is descriptive analysis, a method that is describing a situation ongoing at the time the study was conducted, and how hubungannya.Data set is analyzed and compared with the existing theory and the problems that exist for the conclusions drawn. The research is the work discipline variables as independent variables and employee productivity as the dependent variable.
Simultaneously that the discipline of work had considerable influence and significant impact on employee productivity Agency for Family Planning and Women's Empowerment Banjar, ie 69.4%. That is the work discipline can determine the achievement of employee productivity effectively in Family Planning Agency and the Empowerment of Women Kota Banjar. The findings of the study found also that the productivity of employees working in Family Planning Agency and the Empowerment of Women Kota Banjar was not only influenced by the work discipline alone, but there are other variables that also affect the productivity of the employees working at 30.6%.
Partially labor discipline of employees have a positive and significant influence on the productivity of employees in the Agency for Family Planning and Women's Empowerment Banjar. This is reflected in the results of research which illustrates that the discipline of work as measured by the dimension of the rules and regulations, the dimension of sanctions for the breach, and the dimensions of development through training influence positively and significantly. The biggest influence on the discipline of work to employee productivity is the dimension of development through training ongoing 44.6%, while the smallest is the influence of the dimensions of giving sanctions for violators of 11.1%.

Keyword : That is the work discipline can determine the achievement of employee productivity effectively

I.	Latar Belakang Penelitian
Otonomi Daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  pelaksanaan pembangunan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah, “luas, nyata dan bertanggungjawab”. Paradigma otonomi daerah itu dirasakan lebih mengarah pada demokratisasi pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini pemberian  kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud yang luas, nyata dan bertanggungjawab”. Asas kewenangan yang luas mencakup keleluasaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah. Adapun yang dimaksud dengan asas otonomi yang nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan asas otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. 
Dalam penyelenggaraan pemerintah di berbagai bidang senantiasa diperlukan keselarasan antara proses kerja pemerintah dengan kepentingan publik sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terkonsentrasi pada upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif sehingga penting dilakukan berbagai upaya agar sejalan dengan perubahan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah sehingga keberhasilan untuk mewujudkan suatu lembaga pemerintah yang berwibawa, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan menjadi nyata dengan didasarkan pada dua hal yang urgensi, yaitu diefektifkannya motivasi dan disiplin kerja sebagai dua variabel yang mampu untuk mendongkrak kinerja pegawai agar lebih meningkat.
Organisasi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan penggambaran yang jelas tentang hirarki kedudukan, jabatan serta jaringan wewenang dan tanggungjawab (struktur). Sedangkan dalam pendekatan perilaku menyoroti organisasi sebagai suatu organ yang dinamik, dicerminkan dari adanya kegiatan manusia sebagai anggota organisasi. Sumber daya manusia, merupakan salah satu unsur sumber daya yang paling penting dalam setiap organisasi, karena sumber daya manusia adalah motor penggerak dari organisasi. Fasilitas yang canggih dan lengkap, belum merupakan jaminan akan berhasilnya suatu organisasi tanpa diimbangi oleh kualifikasi manusia yang memanfaatkan fasilitas tersebut serta mau dan rela bekerjasama.
Berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada produktivitas kerja pegawai sebagai sumber daya yang strategis didalam organisasi.Artinya, sejauh mana kualitas maupun kualitas kerja pegwai dapat melaksanakan produktivitas kerja sehingga memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan harapan atau rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar, yang dipandang perlu untuk lebih ditingkatkan lagi, karena selama ini pegawai proyek tersebut belum menunjukan kemajuan dan peningkatan kerja kepada arah yang lebih berarti.
Sebagai salah satu unsur aparat negara ataupun aparat pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dikatakan bahwa aparat pemerintah adalah merupakan titik sentral dalam pelaksanaan pembangunan, karena di dalam dirinya melekat tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggarapemerintah sekaligus penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena itusudah menjadi tekad pemerintah untuk senantiasa melakukan upaya penyempurnaan dan penertiban terhadap aparatur Negara yang bersih dan jujur berwibawa dalam melakukan tugasnya. 

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut di atas yaitu bermuara pada ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta bermanifestasi dalam kehidupan yang berisi kesetiakawanan sosial dan disiplin nasionai yang tinggi. Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat mengenai kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar. Kegiatan pembangunan akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila ditunjang dengan disiplin yang tinggi dan memungkinkan pula terwujudnya aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa. Presiden Republik Indonesia sehubungan dengan hal tersebut di atas pada tanggal 20 Mei 1995 telah mencanangkan gerakan disiplin nasional, yang merupakan langkah yang sangat mendasar bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia.
Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil termasuk salah satu kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil yang secara mendasar ditetapkan di dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan penjabarannya. Salah satu tujuan diadakannya disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin serta mengarah pula terhadap pengembangan pendekatan sikap profesional dalam pelaksanaan kerja. Dirasakan pentingnya disiplin dan pentingnya pengembangan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang lebih terencana, terarah dan berkesinambungan sehingga pada gilirannya akan mampu membawa peningkatan terhadap produktivitas kerja pegawai sebagai sarana kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuannya.
Disiplin kerja adalah merupakan hal yang penting dan mendasar dalam sebuah organisasi. Lebih jauh Siagian (1999:305) mengemukakan bahwa : “Disiplin dimaksudkan sebagai tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi dalam memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut”. Bahkan dengan efektifnya disiplin kerja bila diimplementasikan secara tepat dan konsisten akan dapat mendorong pada hasil kerja yang meningkat. Dengan demikian disiplin kerja memiliki kaitan yang erat dalam proses peningkatan produktivitas kerja pegawai dalam suatu organisasi. Disiplin kerja pegawai yang dimaksud, adalah sikap yang taat, patuh dan konsistennya pegawai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai pegawai terhadap peraturan-peraturan, ketentuan yang berlaku atau berdasarkan pada supremasi hukum dan juga dapat melaksanakannya sebagai low inforcement dalam setiap aktivitas dan kegiatan kerja, dimana para pegawai tersebut berada didalam sebuah organisasi terutama pada instansi pemerintah, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil yang senantiasa harus taat dan patuh terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku sebagai perwujudan maupun konsistensi dan konsekwensi terhadap disiplin kerja dalam organisasi.
Pelayanan terhadap masyarakat sangat menentukan kelangsungan peranan organisasi pada masa yang akan datang, termasuk di dalamnya adalah organisasi pemerintah, hal ini berhubungan erat dengan produktivitas kerja seluruh pegawainya. Dengan produktivitas yang efektif ini diharapkan pelayanan dengan kualitas yang tinggi dapat tercapai serta organisasi dapat berjalan lancar.Berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan daerah kota di bidang keluarga berencana, keluaraga sejahtera dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan walikota. Pembentukan Badan tersebut menyiratkan secara eksplisit akan pentingnya keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, kongkritnya bahwa pembangunan yang dilaksanakan seyogyanya memprioritaskan manusianya/aparatnya/pegawainya.
Alasan pemilihan lokus didasarkan kepada bahwa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar merupakan lembaga publik  yang mempunyai peran sangat startegis terutama berkaitan dengan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan, pengelolaan informasi, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Disamping itu lembaga ini dapat dikaji berkaitan dengan disiplin ilmu administrasi publik.
II.	Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka problem statement (pernyataan masalah)-nya adalah produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar rendah, diduga oleh belum dijalankannya disiplin kerja pegawai secara optimal. Oleh Karena itu peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :
1.	Berapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar?
2.	Berapa besar pengaruh disiplin kerja diukur melalui Peraturan dan tata tertib harus dilaksanakan pegawai, Pemberian sanksi bagi pelanggar dan Pembinaan melalui pelatihan secara terus-menerus terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar?
III.	Tujuan Penelitian
1.	Menganalisis besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.
2.	Mengembangkan konsep tentang disiplin kerja dan produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.
3.	Menerapkan secara teoritis tentang disiplin kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.
IV.	Kegunaan Penelitian
1.	Kegunaan Teoritis 
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi kajian ilmu administrasi publik khususnya administrasi negara, sehingga dapat menambah dan memperoleh tambahan pengetahuan mengenai penerapan teori yang dipelajari tentang disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai.
2.	Kegunaan Praktis




Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Disiplin akan berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara sukarela berusaha secara kooperatif dengan para pegawai yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya. Pendisiplinan berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan prilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para pegawai lainnya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
 Handoko (2000:208) menyatakan pula bahwa “Disiplin maknanya adalah suatu kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional”. Disiplin seperti ini dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan kepada pengendalian dalam bekerja. Sedangkan Wursanto (1985:108) menerangkan bahwa “makna disiplin merupakan suatu keadaan yang menyebabkan atau memberikan dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan”. Hal ini tentunya bahwa disiplin sebagai suatu dorongan kepada pegawai untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Siagian (1999:305-306) dan Handoko (2000:208-209) mengemukakan dua tipe kegiatan pendisiplinan yaitu :
1)	Disiplin Preventif
Yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong disiplin diri di antara para karyawan. Dengan cara ini karyawan menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena dipaksa manajemen.
2)	Disiplin Korektif
Yaitu kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut dengan tindakan pendisiplinan.Sebagai contoh, tindakan pendisiplinan bisa berupa peringatan atau skorsing.
Pelaksanaan proses pendisiplinan perlu diterapkan secara bertahap. Secara bertahap disini yaitu, pengambilan langkah-langkah yang bersifatpendisiplinan mulai dari yang paling ringan sampai pada yang terberat. Saydam (2000:288) mengemukakan bahwa :
Dimensi-dimensi penegakan disiplin kerja dapat berupa :
a.	Peraturandan tata tertib harus dilaksanakan pegawai.
b.	Pemberian sanksibagi pelanggar.
c.	Pembinaan melalui pelatihansecara terus menerus.
Kebijakan disiplin kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri sipil yang merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik atau masyarakat maka perlu adanya disiplin kerja yang tinggi, bertanggung jawab serta optimalnya kinerja pegawai negeri sipil tersebut. Pribadi yang produktif akan lebih kreatif dalam berhubungan dengan dunia sekitarnya dengan cara menciptakan suatu hasil karya melalui kemampuan dan menggunakan pikiran serta perasaannya. Adapun peningkatan produktivitas itu sendiri menurut Ravianto (1996:21) dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu :
1.	Jumlah produksi meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama.
2.	Jumlah produksi yang sama atau meningkat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang kurang.
3.	Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengam pertambahan sumber daya yang relatif kecil.
Bentuk-bentuk peningkatan produktivitas kerja tersebut di atas merupakan hasil yang di raih dari seorang pegawai. Sedangkan manfaat peningkatan produktivitas pada tingkat individu menuurut Sedarmayanti (2001:60) dilihat   dari :
1.	Meningkatnya pendapatan (income) dan jaminan sosialnya.
2.	Meningkatnya hasrat dan martabat serta pengakuan terhadap potensi individu.
3.	Meningkatkan motivasi kerja dan keinginan berprestasi.
Manfaat dalam peningkatan produktivitas sebagaimana dijelaskan tersebut di atas merupakan hasil yang dicapai dari seorang pegawai. Sutrisno (2009:104) menjelaskan bahwa dimensi produktivitas kerja adalah :
1.	Kemampuan. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang pegawai sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka.
2.	Meningkatkan hasil yang dicapai. Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil adalah merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan.
3.	Semangat kerja. Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya.
4.	Pengembangan diri. Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang  akan dihadapi. Sebab semakin kuat tantangannya, pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan pegawai untuk meningkatkan kemampuan.
5.	Mutu. Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukan kualitas kerja seorang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan dirinya sendiri.
6.	Efisiensi. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas yang memberikan pengaruh cukup signifikan bagi para pegawai.















Paradigma Pemikiran Tentang Disiplin Kerja dan
Produktivitas Kerja Pegawai
VI.	Hipotesis
Berdasarkan identifikasi masalah tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan maka hipotesis penelitian adalah :
1.	Disiplin kerja besarpengaruhnya terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.
2.	Disiplin kerja diukur melalui Peraturan dan tata tertib harus dilaksanakan pegawai, Pemberian sanksi bagi pelanggar dan Pembinaan melalui pelatihan secara terus-menerus besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.
VII.	Obyek Penelitian
Obyek penelitian merupakan wilayah atau daerah penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian yaitu di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.
VIII.	Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang bersifat menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya.Data yang ditetapkan dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada serta masalah yang ada untuk diambil kesimpulannya. Adapun variabel penelitiannya adalah disiplin kerja sebagai variabel bebas dan produktivitas kerja pegawai sebagai variabel terikat.
Desain penelitian menurut Sugiyono (2001:86) adalah “menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti, kemudian membuat pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitian, pemilihan teori, rumusan hipotesis, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis dan kesimpulan yang diharapkan”.
IX.	Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan melalui uji statistik, setelah data dikumpulkan melalui angket penelitian. Analisis dalam pengolahan data melalui Analisis Jalur (Path Analysis) yaitu melihat besarnya pengaruh dari variabel Disiplin Kerja terhadap variabel produktivitas kerja pegawai.
X.	Perhitungan Struktur Variabel
Sesuai dengan tujuan penelitian, pengujian struktur variabel dibagi menjadi struktur  utama dan satu sub struktur. 
1.	Struktur Variabel X ke Y









Tabel tersebut menjelaskan nilai standaridized  cofficients atau koefisien jalur dari variabel disiplin kerja terhadap variabel produktivitas kerja pegawai, yaitu koefisien jalur dari X ke Y = 0.833. Hasil pengolahan data dapat dibuat dalam dimensi diagram jalur dan persamaan struktural dengan menyertakan koefisien estimasi hasil pengolahan data, maka persamaan strukturalnya adalah : 
Y 	= 	Py X + 
Y 	= 	0.833X + 
dimana :
X    =    Disiplin kerja
Y    =    Produktivitas kerja pegawai
     =    Epsilon 











       Gambar 2
       Besarnya pengaruh Variabel X  ke Y
Besarnya nilai hubungan dan pengaruh dari variabel disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.	Pengaruh Disiplin Kerja (X) terhadap Produktivitas Kerja Pegawai (Y)
Berdasarkan hasil analisis uji kontribusi pengaruh, menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai adalah sebesar 0.694 atau 69.4%. Disiplin kerja yang terdiri dari dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai, pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus sangat kuat terhadap produktivitas kerja pegawai yang terdiri dari dimensi kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu dan efisiensi.
b.	Pengaruh Variabel Lain  () terhadap Produktivitas Kerja Pegawai (Y)
Disiplin kerja yang terdiri dari dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai, pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai sebesar 69.4%, sedangkan selebihnya yaitu sebesar 30.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

1.	Sub Struktur X1, X2 dan X3 ke Y










Tabel di atas menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0.694, hal ini berarti bahwa 69.4% variabilitas variabel produktivitas kerja pegawai dapat diterangkan oleh variabel bebas dalam hal ini dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai (X1), pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar (X2) dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus (X3), yang juga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh bersama-sama antara dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai (X1), pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar (X2) dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus (X3) terhadap produktivitas kerja pegawai sebesar koefisien determinasi (R2 = 69.4%) atau ini juga dapat diartikan bahwa pengaruh variabel-variabel di luar model yaitu sebesar 1 – R2 = 0.306 (error). Besarnya nilai koefisien jalur dari masing-masing variabel terikat adalah sebagai berikut :
Tabel 4
Nilai-nilai Standardized Coefficients 

Tabel di atas menjelaskan nilai  standaridized cofficients atau koefisien jalur dari masing-masing dimensi dengan penjelasan sebagai berikut:
(1)	Koefisien pertama = 0.246, maknanya adalah bahwa dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai (X1) berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. 
(2)	Koefisien kedua = 0.183, maknanya adalah bahwa dimensi pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar (X2) berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. 
(3)	Koefisien ketiga = 0.568, maknanya adalah bahwa dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus (X3) berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. 
Hasil pengolahan data dapat dibuat dalam dimensi diagram jalur dan persamaan struktural dengan menyertakan koefisien estimasi hasil pengolahan data, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut :
 Y   =  β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 +  	
Y   =  0.246X1 + 0.183X2 + 0.568X3   + 
Dimana :
X1 	= 	Dimensi Peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai
X 2	=	Dimensi Pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar
X 3	=	Dimensi Pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus
Y    = 	Produktivitas kerja pegawai 
     =     Epsilon 
Mengacu pada tabel koefisien korelasi multipel untuk struktur yang diuji, nilai koefisien determinasi multipel dan seluruh variabel eksogenus yang diuji adalah sebesar R2 = 69.4%, nilai determinasi multipel ini merupakan kuadrat dari nilai koefisien korealsi multiple R = 0.833. nilai R2 ini menunjukkan bahwa derajat pengaruh dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai (X1), pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar (X2) dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus (X3) erat jika dibandingkan dengan variabel lain yang tidak diteliti.  
















Besarnya Pengaruh Dimensi X1, X2 dan X3  ke Y
Perhitungan yang menghasilkan besarnya nilai-nilai pengaruh tersebut dijelaskan sebagai berikut :
a.	Pengaruh X1 terhadap Y
Unsur-unsur untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X1 terhadap Y adalah sebagai berikut :
a.	Pengaruh langsung
Y X1 Y = PYX1 . PYX1
		  	 =  (0.246)(0.246)
		  	 =  0.061
b.	Pengaruh tidak langsung
Y X1  X2  Y = PYX1.rx1x2PYX2
			= (0.246)(0.344)(0.183)
			= 0.015
Y X1  X 3  Y = PYX1.rx1x3.PYX3
			= (0.246)(0.437)(0.568)
			= 0.061




Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut :
	Pengaruh X1 terhadap Y = 6.1%
	Pengaruh X1 terhadap Y melalui X2 = 1.5 %
	Pengaruh X1 terhadap Y melalui X3 = 6.1%
Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X1 terhadap Y adalah 13.7%.
b.	Pengaruh X2 terhadap Y
  Unsur-unsur untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X2 terhadap Y adalah sebagai berikut :
a.	Pengaruh langsung
Y X2 Y = PYX2 . PYX2
		  	 =  (0.183)(0.183)
		  	 =  0.033
b.	Pengaruh tidak langsung
Y X1  X2  Y = PYX1.rx1x2.PYX2
			= (0.246)(0.344)(0.183)
			= 0.015
Y X2  X 3  Y = PYX2.rx2x3.PYX3
			= (0.183)(0.604)(0.568)
			= 0.063




Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut :
	Pengaruh X2 terhadap Y = 3.3%
	Pengaruh X2 terhadap Y melalui X2 = 1.5%
	Pengaruh X2 terhadap Y melalui X3 = 6.3%
Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X2 terhadap Y adalah 11.1%.
c.	Pengaruh X3 terhadap Y
Unsur-unsur untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X3 terhadap Y adalah sebagai berikut :
a.	Pengaruh langsung
Y X3 Y = PYX3 . PYX3
		  	 = (0.568)(0.568)
		  	 = 0.322
b.	Pengaruh tidak langsung
Y X1  X3  Y = PYX1.rx1x3.PYX3
			= (0.246)(0.437)(0.568)
			=0.061
Y X2  X3  Y = PYX2.rx2x3.PYX3
			= (0.183)(0.604)(0.568)
			= 0.063
      Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X3 terhadap Y adalah: 
 (Y X3Y) + (YX 1 X 3 Y) + (Y X2 X3 Y) 
= 0.322+0.061+0.063
= 0.446
Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut :
	Pengaruh X3 terhadap Y = 32.2%
	Pengaruh X3 terhadap Y melalui X1 = 6.1%
	Pengaruh X3 terhadap Y melalui X2 = 6.3%
Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X3 terhadap Y adalah 44.6%.
Pengaruh bersama-sama X1, X2 dan X3 terhadap Y adalah 69.4%.
Hasil perhitungan secara jelas bisa dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 5
Rekapitulasi Pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y






   Sumber : Data Hasil Penelitian yang Diolah, 2016
Data di atas menunjukkan bahwa dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus memiliki pengaruh yang paling besar terhadap produktivitas kerja pegawai, selanjutnya diikuti oleh dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai memiliki pengaruh yang kuat dari variabel produktivitas kerja pegawai. Sedangkan pengaruh variabel yang terkecil terhadap produktivitas kerja pegawai adalah dimensi pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar.
XI.	Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik di atas, maka peneliti akan menjelaskan atau membahas baik secara simultan maupun parial sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. 
11.1.	Pembahasan Secara Simultan Pengaruh Disiplin Kerja tehadap Produktivitas Kerja Pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar
Berdasarkan hasil analisis uji kontribusi pengaruh, menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar adalah sebesar 0.694 atau 69.4%. Disiplin kerja yang terdiri dari dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai, pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus sangat kuat terhadap produktivitas kerja pegawai yang terdiri dari dimensi kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu dan efisiensi.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa disiplin di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar dipandang sebagai salah satu faktor pendukung guna meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang membuktikan bahwa besarnya pengaruh disiplin terhadap produktivitas kerja pegawai yang sangat signifikan. Hasil temuan di lapangan memperlihatkan bahwa disiplin secara substansial telah dilaksanakan oleh melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar berbagai macam cara, antara lain  pelaksanaan disiplin melalui jam kerja, bagaimana cara berpakaian, dalam menjalankan tugas sehari-hari dan pelaksanaan evaluasi kerja dan lain sebagainya. Sementara bentuk disiplin yang dilakukan diarahkan kepada kegiatan yang bersifat administratif, kegiatan yang bersifat teknis dan kegiatan manajerial sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
 Hasil wawancara dengan Kepala Badan terungkap bahwa disiplin dipandang penting oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar, karena disiplin merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan, dan disiplin adalah merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada organisasi, sehingga produktivitas kerja pegawai dapat terarah.
Pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar melalui pemberian peringatan, pemberian sangsi dan bagaimana seharusnya bertingkah laku masih belum belun berjalan sebagai mana mestinnya, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, belum sepenuhnya memperhatikan perilaku sopan terhadap sesama pegawai dan atasan. Sedangkan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus-menerus dengan pemberian tugas rutin, pelaksanaan evaluasi kerja dan pelatihan fisik, mental dan spiritual masih belum maksimal, terutama berkaitan dengan pemberian tugas rutin pada semua pegawai di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar. 
Berkaitan dengan produktivitas kerja pegawai dimana kualitas kerja atau mutu dalam bekerja masih belum maksimal, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan yang belum memperhatikan pentingnya ketepatan waktu dan ketelitian dalam bekerja. Produktivitas kerja pegawai dalam bekerja yang menyangkut target yang diharapkan dalam bekerja ini pun masih belum optimal, terutama berkaitan dengan harapan yang dicapai yang merupakan salah satu faktor yang masih belum menunjang dalam peningkatan produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.
Memperhatikan kemampuan dalam bekerja masih belum maksimal, terutama kegiatan peningkatan kemampuan pegawai dalam memajukan organisasi. Faktor dari produktivitas kerja pegawai misalnya berkaitan dengan sikap terhadap organisasi, sikap terhadap pekerjaan, sikap terhadap orang lain dan sikap terhadap kerjasama belum optimal, terutama pemimpin belum menekankan pentingnya loyalitas terhadap organisasi, ini pun menurut peneliti sangat mengganggu terhadap pencapai dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
Hasil penelitian menemukan bahwa peningkatan produktivitas kerja pegawai di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar secara empiris telah dipengaruhi oleh disiplin kerja pegawai. Penguatan atas hasil penelitian ini tercermin dari adanya berbagai upaya konkrit yang dilakukan oleh pemimpin dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai melalui penerapan disiplin kerja pegawai. Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan dapat diperoleh gambaran bahwa penerapan sanksi terhadap pegawai yang tidak disiplin (indisipliner) sesungguhnya merupakan komitmen bersama, baik bagi unsur pemimpin maupun pegawai dalam menciptakan organisasi yang tertib dan berwibawa menuju kepada peningkatan terhadap produktivitas kerja pegawai di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar.
Penerapan sanksi yang terkait dengan pelanggaran disiplin kerja pegawai yang diarahkan pada peningkatan produktivitas kerja pegawai senantiasa  mempertimbangkan berbagai aspek antara lain, aspek yuridis, aspek psikologis dan aspek kemanusiaan. Hal  tersebut dianggap sangat penting oleh pimpinan di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar agar keputusan yang diambil benar-benar memenuhi rasa keadilan dan meningkatkan prinsip akseptabilitas. Dengan demikian, keputusan yang diambil diharapkan tidak melahirkan masalah baru yang dapat mengganggu kehidupan organisasi. Oleh karena itu, secara empirik Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar berupaya dalam menegakan disiplin kerja  bagi para pegawai yang melakukan tindakan indispliner sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan harapan peningkatan produktivitas kerja pegawai ini dapat menopang kepada pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efesien. 
11.2.	Pengaruh Variabel Lain terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar
Berdasarkan hasil analisis diperoleh adanya pengaruh variabel disiplin kerja yang terdiri dari dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai, pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar dan dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar yang berpengaruh sebesar 69.4%. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 30.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
11.3.	Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Disiplin Kerja tehadap Produktivitas Kerja Pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar
              Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik, maka peneliti dapat menjelaskan masing-masing dimensi dari variabel disiplin kerja sebagai berikut :
1.	Dimensi Peraturan-Peraturan dan Tata Tertib Yang Harus Dilaksanakan oleh Para Pegawai 
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar adalah sebesar 0.137 atau 13.7%. Dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai yang terdiri dari indikator jadual kerja, cara berpakaian dan cara melakukan pekerjaan sedangkan produktivitas kerja pegawai diwakili oleh kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu dan efisiensi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di jelaskan bahwa peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar sudah berjalan sebagaimana mestinya namun pelaksanaannya perlu ditingkatkan, terutama menyangkut pendisiplinan terhadap jadual kerja, disiplin dengan cara berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar bahwa para pegawai pada umumnya sudah menjalankan aturan atau ketentuan yang berlaku. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya perlu lebih ditingkatkan agar produktivitas kerja pegawai berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Karena disiplin merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan, dan disiplin adalah merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada organisasi.
Secara empirik dari hasil analisis bahwa disiplin kerja dalam mempengaruhi  produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur tentang Peraturan Disiplin PNS disebutkan dalam pasal 1 angka 3 bahwa yang termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan atau perilaku setiap PNS, yang tidak dapat mentaati kewajiban atau melanggar ketentuan disiplin baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Perlu dijelaskan bahwa PP No.53/2010 tentang Peraturan Disiplin PNSini juga berlaku bagi PNS Daerah.
Pegawai Negeri Sipil pada hakikatnya adalah sebagaimana manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Dimaklumi bahwa harga diri manusia itu dapat dinilai dari perilakunya. Perilaku tersebut dapat berupa ucapan, tulisan dan perbuatan atau perbuatan PNS yang melanggar hal-hal yang diwajibkan atau larangan seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.Pada pasal 5 PP Nomor 53 tahun 2010 dilansir bahwa PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Maka dalam rangka menegakkan disiplin PNS ketentuan tersebut haruslah benar-benar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh para atasan atau pejabat yang berwenang. Tidak melaksanakan ketentuan itu, sama halnya tidak berbuat apa-apa terhadap pelanggaran disiplin yang telah terjadi, dan sama pula artinya membiarkan berlangsungnya pelanggaran disiplin kerja.
2.	Dimensi Pemberian Sanksi-Sanksi Bagi Pelanggar 
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dimensi pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar berpengaruh terbalik terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar sebesar 0.111 atau 11.1%. Dimensi pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar ini terdiri dari indikator aturan kerja yang dilanggar, bertingkahlaku negatif dan hasil kerja tidak sesuai sedangkan produktivitas kerja pegawai diwakili oleh kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu dan efisiensi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar pada umumnya disesuaikan dengan pelanggaran yang diperbuat. Artinya pemberian sanksi, pemberian pelanggaran yang diperbuat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan mereka yang melanggar disiplin kerja dapat menjadikan peringatan dan tidak terulang kembali, sehingga produktivitas kerja pegawai akan tetap terlaksana dengan baik.
Hasil wawancara yang didapatkan dari Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar bahwa pegawai pada umumnya tidak terlalu banyak yang melanggar peraturan sehingga pegawai dapat menjalankan disiplin kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu pegawai pada umunya bertingkah laku dengan baik sehingga dapat menunjang terhadap kelancaran dalam bekerja.Hal lain yang perlu dijelaskan yaitu bahwa pegawai pada umunya sudah mempunyai kemampuan di dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan organisasi.
Mentaati peraturan tata tertib dan melaksanakan perintah atasan harus dilaksanakan pegawai sudah dipahami dan disetujui sebagian besar para pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar dan untuk menjaga kondisi demikian peran serta manajemen dan pimpinan senantiasa terlibat di dalamnya melalui pengarahan-pengarahan ringan yang bijak serta dibarengi dengan contoh-contoh aktualisasi yang sederhana dan sangat realitas namun berdampak kuat bagi pegawai dengan isi materi pengarahan seputar kriteria ketaatan dan indikatornya. Bentuk kepatuhan pada peraturan pegawai yang secara konsisten dan komitmen terhadap pimpinan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan maupun menuntaskan permasalahan dengan tetap didasarkan pada faktor-faktor dari variabel disiplin kerja, yang harus dilaksanakan pegawai dan dalam bentuk dan sikap komitmen pegawai terhadap organisasi dalam menyelesaikan semua program kerja organisasi sesuai sasaran organisasi dan menjaga serta menjunjung citra baik organisasi.
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut di atas yaitu bermuara pada peraturan dan ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta bermanifestasi dalam kehidupan yang berisi kesetiakawanan sosial dan disiplin nasional yang tinggi. Untuk membina pegawai yang demikian itu, diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat mengenai kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar. Kegiatan pembangunan akan berlangsung secara efektif dan efisien, apabila ditunjangan dengan disiplin yang tinggi dan memungkinkan pula terwujudnya aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa.  
3.	Dimensi Pembinaan Melalui Pelatihan yang Terus-Menerus 
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar adalah sebesar 0.446 atau 44.6%. Dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerusini terdiri dari indikator pemberian tugas rutin, pelaksanaan evaluasi kerja dan pelatihan fisik dan mental sedangkan produktivitas kerja pegawai diwakili oleh kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu dan efisiensi. 
Berdasarkan temuan dari hasil penelitian bahwa pembinaan melalui pelatihan yang terus menerus dalam konteks disiplin kerja, dimensi ini sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar karena setiap pegawai sudah terbiasa melakukan tugas rutin, pelaksanaan evaluasi dan pelatihan fisik dan mental. Hal ini tidak lain agar supaya pegawai lebih berkembang ditunjang oleh kemampuan fisik dan mental yang memadai sehingga produktivitas kerja pegawai di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Hasil wawancara dengan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar bahwa pegawai selalu diberi tugas rutin disamping pelaksanaan evaluasi kerja secara rutin dan pelatihan fisik dan mental. Hal ini tidak lain agar menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan dengan dibarengi sikap mental serta fisik yang memadai demi terciptanya kinerja pegawai yang lebih optimal. Perlu disampaikan juga bahwa pemberian tugas rutin ini tidak lain adalah untuk mewujudkan pembinaan mental dan tanggungjawab terhadap pegawai, sehingga pegawai akan bekerja lebih baik,cekatan dan bersemangat daalam melaksanakan pekerjaan rutinnya.
Setiap pegawai mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda-beda dengan pegawai lainnya. Perbedaan itu membuat setiap pegawai bekerja dengan kemampuan yang berbeda pula. Perbedaan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai pada posisi yang tepat dan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki. Hal ini sangat penting bagi organisasi guna malakukan pembinana secara terus mennerus terhadap pegawai nya untuk mencapai prestasi kerja pegawai secara maksimal. Berkaitan dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), maka disiplin kerja dikaitkan dengan produktivitas kerja pegawai di lingkungan kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar ini sangatlah penting dalam rangka pencapaian sasaran terhadap tujuan. Setiap pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja dan tingkat produktivitas kerja pegawai rendah, maka sulit untuk dapat mencapai sasaran terhadap tujuan yang telah ditetapkan, karena setidaknya  pegawai bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
XII.	Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar, maka secara komprehensif peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :
1.	Secara simultan bahwa disiplin kerja telah memberikan pengaruh cukup besar dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar. Artinya disiplin kerja dapat menentukan tercapainya produktivitas kerja pegawai secara efektif di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar. Hasil temuan penelitian menemukan juga bahwa produktivitas kerja pegawai pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh disiplin kerja semata, tetapi ada variabel lain yang juga ikut mempengaruhi terhadap produktivitas kerja pegawai tersebut.
2.	Secara parsial disiplin kerja pegawai telah mempengaruhi yang positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar. Hal tersebut tercermin dari hasil penelitian yang menggambarkan bahwa disiplin kerja yang diukur melalui dimensi peraturan dan tata tertib, dimensi pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, dan dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan berpengaruh secara positif dan signifikan. Adapun pengaruh yang terbesar dari disiplin kerja terhadap produktivitas kerja pegawai adalah dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus, sedangkan pengaruh yang paling kecil adalah dari dimensi pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar.
XIII.	Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat menyampaikan saran-saran penelitian yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi, baik dalam konteks pengembangan ilmu maupun sebagai kontribusi bagi perbaikan disiplin kerja untuk peningkatan produktivitas kerja pegawai. Adapun saran yang dimaksud antara   lain :
13.1.	Saran Akademik
Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang fenomena belum optimalnya disiplin kerja dan produktivitas kerja pegawai, khususnya ditinjau dari perspektif ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Fenomena tersebut diperkuat oleh adanya variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, namun mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. 
13.2.	Saran Praktis
1.	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar perlu melaksanakan disiplin kerja pegawai secara komprehensif yang diarahkan kepada peningkatan terhadap produktivitas kerja pegawai  agar dapat mencapai tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Dimensi Disiplin Kerja 
(Saydam, 2000:288)

1.	Peraturan dan tata tertib harus dilaksanakan pegawai.
2.	Pemberian sanksi bagi pelanggar.







2.	Meningkatkan hasil yang dicapai
3.	Semangat kerja
4.	Pengembangan diri
5.	Mutu
6.	Efesiensi

Produktivitas KerjaPegawai
(Sutrisno 2009:104)









Moenir (2000:94)
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